MADRASAH T

Menimbang

Mengingat

KEPUTUSAN MENTER) \GAMA REPUBLIK IRDONESIA
NOMOR 1879 TAHUN 2016

TEATANG
PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN / OPERASIONAL

SANAWIYAH SUNAN AMPEL KAPUPATER NGANJUK
PROPINEr JAWA TIMOR

DENGAN RAFIMA'" TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAM.A REPUBLIEK INDONESIA,

-

bahwa dalar rangka menirgkatkan akses pendidikan
madrasah yarg bermutu, perlu memberikan kesempatan
tasyarakat fucldind organisasi  berbadan  Fukum it
menyelenggaralan madrasal. sesuai dengan standar nasional
pendidika a;

bahwa masa berlaku izin operasionnl/pendirian madrasah
sebagaimana icrcar tuni dalam Lampiran K>putusan ini telah
habis;

bahwa madrasah sebagaimans tercantura dalem Lampiran
Keputusan iai telah memenuhi persyaratar perpanjangan izin
pendirian/operasional madrasah;

bahwa berdasarken pertimbanganp sebagaimana dimaksud
dalara huruf a huraf b dan huruf ¢, perlu inenetapkan
Keputusan Menteri Aguma Republic Indonesiz tentang
Perpanjangan  Izin  Pendirian/Operasional MADRASAH
TSANAWIYAH SUNAN AMPEL KABUPATEN NGANJUK
Provinsi Jawa Timur., v

* o - s
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentany Sistem
Pendidikan Nasionii {lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomonr 78, ambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4261);

Peraturan Pemerintak Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar
Nasionzl Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 41, Tambahun Lemrbaran Negara Republik
Indonesia Nomior 4496; Sebaguimana telah Adiubah dengan
Peraturan Pemerintah Nemor 13 Tahun 2015 tentang
Perubahan Keduiz Atas Peraturan Pemerintah "NSmor 19
Tahun 2005 tentang Standur Nasional Pendidikan (Lembaran
Negara Kepublik Indoneria Tahua 2015 Nomor 45, Tambahan
Lembaren Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahiun 2008 tentang
Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 91, Tambaban 'embaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4364);



Memperhatikan

Menetapkan

KESATU

¢. Persturan Pemenrtah Nemor 17 Tahun 2010 tentang

' Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran
Negara Republik Isdonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambaban
Lembaran  Negara Republik  Indonesia Nomor 5150"
sebagaimana teiah diubah dengan Peraturen Pemerintah
Memor 66 Tuhui: 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan
Penyelenggaraan Pendidikan iLerabaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran
Negava Republik Irdonesia Nomor 51 57);

5. Peraturan Men‘eii Pendidikan Nasional Normor 24 Tahun 2007
tentang Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah
Dasar/Madrassh Ibtidaiyah, Sekolah Menengah
Pertama/Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah
Atas/Madrasah Aliyah; \

&

6. Peraturan Menteri Tendicikan Nasionel Nomor 15 Tahun 2010
tentang  Standar  Pelayanan  Minimal Pendidikan  di
Kabupaten/Kota schagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013
tentang Percbahan Atas Feraturan Menter; Pendidikan
Nasicnal Norior 15 "fahun 201¢ tentang Standar Peldyanan
Minimal Pendidikan e Kabupa‘eu/Kota; gl

7. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang
Penyelenggaran Pendidikan Madrasah {Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382);

8. Keputusan Dircktvc Jend:ral Pendidikan [slam Nomor 1385
Tahun 2014 tentarp Petunjuk Teknis Peadirian Madrasah
Yang Disclenggarakan oleh Masyarakat;

9. Keputusan Direktu- Jenderal Pendidikan 1stam Nomor 5885
Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perpanjangan Izin
Pendirian Madrasaly, Penerbitan Surat Keputusan fengganti
Izin Pendirian Madiasah Karena Hilang, dan Penerbitan Surat
Keterangan Keruszken Dokumen Izin Pendirian Madrasah;

: Rekomendasi dari Kepala Kantor Kementerian Agama KABUPATEN
NGANJUK Nomor : Id 15.13/2/PP.00.5/229/2016 Targgal 29
Februari 2016;

MEMUTUSKAN :

: KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PEMBERIAN IZIN
PENDIRIAN / OPERASIONAL MADRASAH TSANAWIYAH SUNAN
AMPEL KABUPATEN NGAN.JUK PROVINSI JAWA TIMUR.

* Memberiken: perpanjangan izin penairian/operasional madrasah
kepada madrasah sthagaimana tercantim dalam Lamnpiran yang
rierupakan bagian tidak t=rpisahkan dari Keputusar. ini.



KEDUA

KETIGA

: Pemberian izin opecasionai sebagaimana dimaksud dalam Diktum

KESATU dapat dicabut apabila madrasah
melakukan pelenggaran  sesuai
perundang-undangan;

yang bersangkutan
dengan ketentuan peraturan

: Keputusan ini mulai beraku rada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan i Sidoarjo
parla tanggal 26 April 2016




LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1829 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBERIAN [ZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL
MADRASAF.  TSANAWIYAH SUNAN AMPEL
KADUPATEN NGANJUK PROVINSI  JAWA
TIMUR

IDENTITAS MADRASAH YANG DIBE[?

'KAN PERPANJANGAN iZIN FENDIRIAN

Nama Madrasah

| SUNAN AMPEL

Nomor ?tatistik Madiasah

Alamat Madrasah’

']

121237180060

PETRUK BUKUR

KECAMATALI PATIANROWO

KABUPATEN NGANJUK
FROVINSI JAWA TIMUR

Nama Organisasi Penvelenggara

YAYASAN PENDIDIKAN DAN S0SIAL
SUNAN AMFEL

NO. 59, H.AINUR: ROFIQ,SH. '

Alete Notaris Organisusi
Penyelenggara [
Pengesahan Llkte Notaris

Organisasi Penyelenggain

C.927HT.03.01 TAHUN 1999 /

2 DESEMBER 2015 A ' ‘

A 18
t ._
£

AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNTOBWTIAYAH



